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BAB Il
PEMBENTUKAN DIY DALAM NKRI

A. Dasar Pembentukan DIY dalam NKRI

Peran Yogyakarta dalam pergulatan politik bangsa Indonesia memang
tidak dapat dipungkiri. Sejak kebangkitan nasional 20 Mei 1908 para elite-elite
politik dan warga Yogyakarta memainkan peran penting bagi bangsa dan negara
Indonesia. Menyadari akan pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan dalam
sebuah entitas dan identitas yang lebih luas lagi, pada proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
sebagai pemimpin keraton Ngayogyakarto Hadiningrat dan Adipati Paku Alam
VIl mengirimkan surat kawat kepada Ir. Soekarno yang menyatakan dengan tegas
untuk berdiri mendukung sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana
kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Soekarno menerbitkan Piagam
Kedudukan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII yang
intinya merupakan penegasan tentang status daan kedudukan keduanya sekaligus
memberikan penegasan kepercayaan dari pemerintah pusat atas kepemimpinan
Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII di wilayah masing-
masing.

B. Tinjauan Historis Yuridis Pembentukan DIY.

Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan
menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
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masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan
ketentuan undang-undang.®® Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga digariskan bahwa, wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas
kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk
menjalankan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu
propinsi di Indonesia adalah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau
Jawa bagian tengah, dengan ibukota Kota Yogyakarta. DIY berbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, dengan luas wilayah 3.185,80 km2
atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Wilayah ini terdiri atas satu kota
dan empat kabupaten, yaitu : 1. Kota Yogyakarta; 2. Kabupaten Sleman; 3.
Kabupaten Bantul; 4. Kabupaten Gunungkidul; dan 5. Kabupaten Kulon
Progo.** Sebutan “istimewa” untuk Yogyakarta bukanlah tanpa maksud. DIY
dikenal sebagai wilayah yang kaya akan potensi budaya, baik budaya bendawi
yang kasat mata (tangible culture) maupun yang berwujud sistem nilai (intangible
culture). Dikenal dengan berbagai predikat seperti Kota Perjuangan, Kota Pelajar,
Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata, Kota Gudeg, dan Kota Sepeda cukup

menggambarkan keistimewaannya.

“0 Dandi Ramdani. 2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat
Bangsa, .9 Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013
*1 Sumber Internet : http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakarta. pdf
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Selain itu, wilayah ini juga mempunyai sejarah yang cukup panjang,
bahkan sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia (RI). Pada tahun
2012 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2012, DIY kembali memasuki
babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada hari itu Rancangan Undang-
Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) resmi
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan
negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa** Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa : Status
istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah
pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku
Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik
Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa
awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan
refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara
keseluruhan yang mengagungkan adanya kebhinnekaan dalam ketunggal-ikaan
sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan
meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik etnik, agama

maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat Yogyakarta menjadi

*2 Jurnal hokum : Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propensi DIY berdasarkan No.
13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
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bagian kecil dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Keistimewaan DIY harus
mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas sosial yang berperikeadilan. **

Sentralitas posisi masyarakat DIY dalam sejarah DIY sebagai satu
kesatuan masyarakat yang memiliki kehendak yang luhur dalam berbangsa dan
bernegara dan keberadaan Kasultanan dan Kadipaten sebagai institusi yang
didedikasikan untuk rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan Hamengku Buwono 1X dan Adipati
Paku Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kedua tokoh
itu masing- masing secara terpisah, tetapi dengan format dan isi yang sama,
mengeluarkan Maklumat pada tanggal 5 September 1945 yang kemudian
dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6
September 1945 menyatakan integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan status daerah istimewa. Keputusan kedua tokoh
tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia karena telah memberikan wilayah
dan penduduk yang nyata bagi Indonesia yang baru memproklamasikan
kemerdekaannya.

Peran Yogyakarta terus berlanjut di era revolusi kemerdekaan yang
diwujudkan melalui upaya Kasultanan dan Kadipaten serta rakyat Yogyakarta
dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.** DIY pada saat ini dan masa yang akan datang akan terus
mengalami perubahan sosial yang sangat dinamis.

Masyarakat Yogyakarta dewasa ini memasuki fase baru yang ditandai oleh

masyarakat yang secara hierarkis tetap mengikuti pola hubungan patron-klien

* Ensiklopedi Kraton Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta,
2009,.9\
* Artikel llmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, Christian Yulianto Kurniawan, et
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pada masa lalu dan di sisi lain masyarakat memiliki hubungan horizontal yang
kuat. Perkembangan di atas, sekalipun telah membawa perubahan mendasar, tidak
menghilangkan posisi Kasultanan dan Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya
bagi mayoritas masyarakat DIY. Kasultanan dan Kadipaten tetap diposisikan
sebagai simbol pengayom kehidupan masyarakat dan tetap sebagai ciri
keistimewaan DIY.

Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan
sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan
memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan,
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat
istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun,
konsistensi pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti
pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai keistimewaannya.**

Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama semua daerah di
Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Hal di atas telah memunculkan interpretasi bahwa Keistimewaan DIY
hanya pada kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu,

diperlukan perubahan, penyesuaian dan penegasan terhadap substansi

*ibid 56
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keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa melalui Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, dalam rangka
perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY, perlu dibentuk
undang-undang tentang keistimewaan DIY. Pengaturan Keistimewaan DIY
bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis,
ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke- bhinneka-tunggal-ika-
an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten
dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan
warisan budaya bangsa.*°

Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul,
kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan,
kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan
memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan
DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan istimewa
meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur
dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan,
pertanahan, dan tata ruang.

Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan
yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang- Undang ini dan

kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun,

*® Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
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kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY
tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian hal
tersebut di atas penulis akan mengkaji dan menuangkan masalah pembentukan
pemerintah daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam suatu penelitian jurnal hukum dengan judul : Kajian Yuridis
Pembentukan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta*’

Pembentukan Pemerintahan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Atribut pemerintahan daerah secara khusus dan
istimewa bukan sesuatu yang baru, melainkan telah dirmuskan eksistensinya
dalam UUD 1945. Suasana kebatinan dibalik makna dan fungsi keistimewaan
dapat mendorong perlunya kajian komprehensif.

Dalam Pasal 18B, baik ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas diakui adanya
daerah yang memiliki otonomi khusus dan otonomi yang istimewa tersebut.
Misalnya dalam Pasal 18 B, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dinyatakan sebagai berikut :

1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan pemerintah daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang

undang.

* Jurnal hokum : Kajian Yuridis Pembentukan Pemerintah Daerah Propensi DIY berdasarkan No.
13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
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2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang undang. Kedua ayat dari Pasal 18 B
UUD 1945 tersebut mengandung norma-norma imperatif yaitu norma
perintah sebagai kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Di Pihak

lain, bagi daerah menimbulkan hak-hak yang wajib dilindungi.

Terhadap Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 negara wajib melindungi dan
menjamin hak-hak konstitusional daerah untuk menegaskan kekhususan atau
keistimewaan. Selain itu, negara mengatur melalu instrumen hukum baik dalam
arti adanya peraturan undang-undang untuk mengatur tentang Syarat-syarat,
mekanisme, prosedur dan pembentukan daerah khusus dan istimewa. Sedangkan
dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 kewajiban negara untuk melindungi hak-hak
tradisional masyarkat hukum adat yang didalamnya terkait dengan material hak
ulayat, hutan adat, termasuk hak kolektif atas sungai dan laut, juga hak-hak
immaterial seperti bahasa daerah, seni tari, menyanyi dan hak cipta. Secara faktual
pengabaian negara atas kewajiban tersebut berakibat status dan keberadaan
masyarakat hukum adat tersudutkan. *®

Karena tiadanya penjelasan atas istilah keistimewaan tersebut, maka perlu
dicari makna dan fungsinya dari pendekatan kebahasaan dan pandangan para
pakar Hukum Tata Negara. Model pemahaman ini diharapkan bahwa, istilah
keistimewaan dalam arti dan makna kebahasaan dapat digunakan sebagai cara

memahami apa yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 18B UUD 1945.

8 Sri Soemantri. 2002, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung, Alumni, 90
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Pertama, dalam pendekatan bahasa (Linguistic Approach) keistimewaan
mengandung unsur-unsur yang memberikan kepastian hukum. Dalam kamus
berbahasa Inggris, istilah istimewa sama artinya dengan privilege, something
special one is allowed to have, sesuatu yang paling khusus yang diperbolehkan,
atau privileged (adjecive), having or enjoying one or more privilieges
(keistimewaan). Dengan kata lain, keistimewaan merupakan sesuatu yang sangat
khusus, dan keadannya berbeda dari yang lain, dan wujud perbedaan tersebut
diakui keberadaaannya. Dalam Law “s Dictionary, Privilege That which is granted
or allowed to any person, or any class persons, either against or beyond the
course of ordinary law.

Keistimewaan adalah sesuatu jaminan yang diberikan pada seseorang atau
sekelompok masyarakat, apakah ia bertentangan atau berkesesuaian dengan
peraturan hukum yang menjadi kelaziman.*

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istimewa adalah yang khas, atau untuk
suatu maksud tertentu, atau sesuatu yang lain dan luar biasa® Karena itu,
bilamana keistimewaan dipahami sebagai sesuatu yang luar biasa, keadaan yang
terjadi hanya satu kali dan tidak ada perbandingannya tergantung pada
argumentasi yang diperlukan. Bilamana istilah keistimewaan dalam pendekatan
kebahasaan dapat ditegaskan sebagai sesuatu keadaan yang luar biasa, unik dan
tiada bandingannya, maka pemaknaan secara bahasa ini juga harus sesuai dengan

pandangan para ahli HTN.

*W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. PT Balai Pustaka. . 455

% |stilah privileges, dalam Webster’'s New Enciclopedic Dictionary. BD&L New York, 1993:
803. Dalam Mozley and Whiteleys*s Law Dictionary by John B Saunders, menjadi sangat tegas
istilah privilege sebagai keistimewaan. London. Nutterworth. 1977. 255
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Keistimewaan merupakan suatu pernyataan yang menegaskan sesuatu
keadaan yang sangat Khusus, unik, atau satu-satunya atau tiada bandingan
merupakan sesuatu kondisi yang luar biasa, sehingga tidak dijumpai pada tingkat
penalaran yang umum. Kedua, pandangan para ahli Hukum Tata Negara terhadap
Pasal 18B UUD 1945 yang kemudian dikaitkan dengan makna dan fungsi bahasa
yang konsisten. Bagaimana para ahli HTN memandang persoalan kekhususan
keistimwaan sebagaimana tertera dalam Pasal 18 dan 18B ayat (1) dan ayat (2),
UUD 1945.

Jimly Asshiddigie dan Mahfud MD sepakat bahwa ketentuan pasal Pasal
18 ayat (1) tidak mengurangi makna otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18
ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan Pasal 18 A serta Pasal 18B UUD 1945 :
Prinsip otonomi daerah yang diadopsikan tetap menjamin pluralisme antara
daerah dan tuntutan keprakarsaan dari bawah atau dari tiap-tiap daerah untuk
menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Pengaturan yang memberikan status otonomi khusus kepada Irian Jaya
yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencerminkan bahwa di
bawah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dimungkinkan dengan
adanya pola-pola pengaturan yang bersifat pluralis seperti terhadap Aceh dan
Papua.”

Seiring dengan itu, Mahfud MD menyatakan bahwa : Pasal 18 B ayat (1)
dan ayat (2) UUD 1945 terkait dengan hukum pemerintahan daerah yang

memungkinkan adanya daerah istimewa dengan prinsip demokrasi di Indoensia

> Jimly Assiddigie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana
Ilmu Populer,Jakarta, 2007, 411
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yang dituangkan di dalam Naskah Akademik agar orang-orang di legislatif yang
tidak semuanya mengerti, dipaksa menghayati tentnag DIY agar bisa memahami
dan menerima.

Hanya saja yang harus diantisipasi adalah kemungkinan dimintakan uji
materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusti oleh mereka yang mempunyai
legal standing. °* Senada dengan itu, Jimly Asshiddigie menguatkan bahwa Pasal
18B UUD 1945, dimungkinkan dilakukannya pengaturan-pengaturan yang
bersifat federalistik dalam hubungan antara pemerntah pusat dengan pemerintah
daerah. Dalam dinamika hubungan antara pusat dan daerah itu, dimungkinkan
pula dikembangkan kebijakan otonomi yang bersifat pluralis.

Dalam arti bahwa setiap daerah dapat diterapkan pola otonomi yang
berbeda-beda. Keberagaman pola hubungan itu telah dibuktikan dengan
diterimanya prinsip otonomi khusus Provinsi NAD dan Provinsi Papua yang
keduanya memiliki format kelembagaan pemerintahan yang berbeda dari
pemerintahan daerah lain pada umumnya. Disamping itu, dalam ketentuan Pasal
18B ayat (1) disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau istimewa.

Beberapa contoh pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa
itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh
Darussalam dan Daerah Otonomi Khusus Papua.”® Secara tegas Dahlan Thaib
menyatakan bahwa kalau dirunut secara konstitusi seperti Pasal 18B ayat (1) UUD

1945 berbunyi negara meyakini dan menghormati sebuah satuan pemerintahan

*2 Moch. Mahfud MD, Menyongsong RUUK DIY Mencermati Aspek Substansi dalam Harian
Kedaulatan Rakyat, 12 Februari 2007

>3 Jimly Asshiddigie. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Jakarta. Sekretariat Jendral

dan Kepanitriaan Mahkamah Konstitusi RI.. 793
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darerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang. Disini konstitusi mengakui adanya daerah khusus dan daerah istimewa,
disamping daerah otonom lainnya setelah memberikan amanat kepada DPR RI
dan pemerintah untuk membentuk UU yang mengatur daerah khusus dan daerah
istimewa. Selanjutnya Dahlan Thaib menyebutkan bahwa daerah khusus dan
daerah istimewa adalah anak kembar negara yang telah ditegasakan dalam
konstitusi, karenanya harus diperlakukan secara adil

Pandangan tersebut juga ditegaskan dalam suatu diskusi informal dengan
penulis bahwa Keistimewaan di Yogyakarta bukan saja mendapatkan pengakuan
dan perlindungan dalam UUD 1945, melainkan wajib melestarikan keaneka
ragaman ciri- ciri lokal dari suatu pemerintahan. Sehingga menjadi tidak beralasan
jika bentuk negara NKRI tidak memberikan ruang atastegaknya keanekaragaman.

Kedudukan Sultan HB dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur dipandang sebagai nilai-nilai lokal yang perlu dilestarikan. Berdasarkan
pembahasan di atas, maka makna keistimewaan sebagaimana diamanahkan Pasal
18B ayat (2) UUD 1945 baik dari pendekatan bahasa dan pandangan ahli-ahli
HTN menunjukkan adanya konsistensi dan konsekuensi bahwa keistimewaan
merupakan hak konstitusional bagi pemerintahan daerah yang penyelenggaraan-
nya dikecualikan dari ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekuensinya pemerintah daerah bersifat
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otonom, sifat khusus dan bersifat istimewa merupakan hak konstitusional yang
menyebutkan negara untuk melindungi dan melestarikannya.>* Dengan demikian,
hak-hak keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilestarikan melalui
instrumen hukum ini mendapatkan dasar-dasar argumentatif, baik secara filosofis,
historis, sosiologis, dan juga juridis Sejalan dengan ketentuan Pasal 18B UUD
1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dalam
Ketentuan Lain-Lain Pasal 225 menyebutkan bahwa Daerah-daerah yang
memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan
Undang- Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam
undang-undang lain. Lebih lanjut Pasal 226 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keistimewaan untuk Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
Ketentuan Pasal 225 dan Pasal 226 tersebut mengamanatkan kepada organ
pembentuk undang-undang untuk membentuk peraturan perundang-undangan
tentang keistimewaan Yogyakarta dengan tetap melandaskan penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah Pengakuan atas keistimewaan DIY yang berkaitan dengan
kepemimpinan di Yogyakarta sesungguhnya telah diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga pasca reformasi melalui Undang-Undang

> Jimly Asshiddigie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.. 276
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Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.tentang Pemerintahan Daerah. Sejatinya
substansi pergantian tersebut telah mengakomodir model kepemimpinan
kharismatik (Sultan dan Paku Alam) yang di akomodir ke dalam pimpinan
modern. Suatu model kepemimpinan eksekutif sebagai aparat pemerintah pusat
yang terlibat dalam penciptaan pelayanan publik.*®

Upaya sistemis antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai
modernitas tersebut telah diperkuat oleh praktek ketatanegaraan selama ini.
Undang-undang pemerintah daerah selalu ditegaskan mengenai kepemimpinan di
DIY yang dipegang oleh Sri Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai
Wakil Gubernur. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
meskipun belum disebut secara tegas nama Daerah istimewa Yogyakarta, karena
ketika itu belum lahir Undang-Undang Pembentukan DIY.

Namun isyarat pengakuan nampak ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5)
yang berbunyi, “Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan
keluarga yang berkuasa di daerah itu di jaman sebelum Republik Indonesia dan
yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan
kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah itu.” Kedua, pada tanggal
17 Januari 1957 Presiden mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 menegaskan, “Kepala Daerah Istimewa tidak dipilih oleh
dan dari anggota-anggota DPRD, tetapi diangkat oleh Pemerintah Pusat dari

keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik

> http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakarta.pdf
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Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan memperhatikan syarat-
syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan serta adat istiadat dalam daerah itu.”

Jadi keistimewaan masih terletak pada kedudukan kepala daerahnya yang
prosesnya dilakukan dengan pengangkatan. Ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah secara konsisten tidak
berubah. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (5) menegaskan,”Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang, pada saat mulai
berlakunya Undang-undang ini, adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada jangka waktu masa
jabatan.” Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Pasal 19 b, yang
dirumuskan sebagai berikut, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut
Undang-undang ini dengan sebutan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang
tidak terikat pada ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.”

Keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, masalah Daerah
Istimewa diatur dalam Pasal 122 yang menegaskan bahwa : “Keistimewaan untuk
Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah
tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Istimewa
Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada undang- undang ini.”
Kemudian di keistimewaan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada asal
usul keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan

calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan
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mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat
sesuai dengan undang-undang”.*®

Kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, ditegaskan, “Daerah-daerah yang memiliki status
keistimewaan dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-undang
lain, diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang lain.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-
undang tersendiri. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, hasil amandemen UUD
1945 Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) telah menegaskan bahwa,
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing, sebagai kepala pemerintahan
dipilih secara otomatis. °’

Perubahan ini membawa dampak implikasi yuridis maupun politis
terhadap proses demokrasi di Indonesia dimana jabatan publik seperti Gubernur,
Bupati, dan Walikota harus dilakukan pemilihan secara demokratis. Penegasan
tersebut telah membuka jalan bagi masyarakat untuk melakukan tuntutan
perubahan ke arah yang lebih demokratis dalam pengisian jabatan.kepala
daerahnya. Pengaturan DIY bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
ketentraman masyarakat; mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan
demokratis; mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-
bhinnekatunggalika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

memberdayakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam

* Dahlan Thaib, “RUU Keistimewaan DIY, Sampai dimana Perjalananmu ?”. Kantor Berita
Indonesia. GEMARI, Seri 26 April 2010
*" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945
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menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan
budaya bangsa dengan mendasarkan pada kebijakan-kebijakan yang berorientasi
kepada kepentingan publik dan pengembangan kemampuan masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012

8. Daerah Istimewa

tentang Keistimewaan DI Yogyakarta ditegaskan bahwa
Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai keistimewaan
tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2012, bahwa Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan
hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur
dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki
DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang
pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi DIY terdiri atas DPR DIY
sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif.
Pemerintah Provinsi terdiri atas Gubernur beserta perangkat pemerintah Provinsi
lainnya. Pada Kabupaten/Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota
sebagai badan legislatif serta Pemerintah.

Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif. Pemerintah Kabupaten/Kota
terdiri atas Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota

lainnya. Pada Desa dibentuk Badan Musyawarah Desa dan Pemerintah Desa atau

*® Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta



51

dapat disebut dengan nama lain. Pemerintah DIY dipimpin oleh seorang Gubernur
sebagai Kepala Pemerintah DIY dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah
DIY. Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah DIY
pada semua sektor pemerintahan termasuk keistimewaan DIY, pelayanan
masyarakat dan ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Gubernur karena
jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah dalam kedudukan
sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala
pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.
Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat
kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan
pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk
ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah menetapkan dan mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono
dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme
penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai
pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan dan Sri Paduka Paku Alam sebagai
pemimpin budaya tertinggi di Kadipaten ditentukan sesuai dengan ketentuan dan
tata cara yang berlaku di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Dalam hal Sri
Sultan Hamengku Buwono belum memenuhi syarat sebagaimana syarat umum
seorang Kepala Daerah, maka yang menjalankan tugas Gubernur adalah Wakil

Gubernur sampai dikukuhkannya Sultan Hamengku Buwono. >°

> Heru Wahyukismoyo, Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX (Yogyakarta:
Dharma Karyadhika Publisher, 2008), 50-51.
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Dalam hal Sri Paku Alam belum memenuhi syarat umum seorang Wakil
Kepala Daerah, maka jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi sampai
dikukuhkannya Sri Paku Alam. Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri
Paku Alam belum memenuhi syarat, atau berhalangan tetap secara bersama-sama
maka Presiden selaku Kepala Negara dengan persetujuan Kesultanan Yogyakarta
dan Kadipaten Pakualaman menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah, sampai
dikukuhkannya Gubernur dan Waki Gubernur.

Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono memangku jabatan sebagai
Pejabat Negara, maka jabatan Gubernur tetap melekat, sedang yang menjalankan
tugas Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur. Dalam hal Sri Paku Alam
memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka jabatan Wakil Gubernur tetap
melekat, sedang tugas Wakil Gubernur dijalankan sepenuhnya oleh Kepala
Daerah. Kasultanan dan Kadipaten sebagai Lembaga Kebudayaan Daerah
berfungsi dan Dberperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan DIY dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang
kebudayaan, pertanahan, keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban
masyarakat.

Pembinaan kehidupan kebudayaan dan adat istiadat DIY dilakukan
Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif. Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas
Bupati/Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Pada
Desa dibentuk Badan Musyawarah Desa dan Pemerintah Desa atau dapat disebut
dengan nama lain. Pemerintah DIY dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai
Kepala Pemerintah DIY dan dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Gubernur

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah DIY. Gubernur
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bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan Pemerintah DIY pada semua
sektor pemerintahan termasuk keistimewaan DIY, pelayanan masyarakat dan
ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Gubernur karena jabatannya
berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintan dalam kedudukan sebagai wakil
Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.®

Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai
kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil
walikota. Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat
kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan
pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk
ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah menetapkan dan
mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme penetapan Sri Sultan Hamengku
Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di
Kasultanan dan Sri Paduka Paku Alam sebagai pemimpin budaya tertinggi di
Kadipaten ditentukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku di
lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono
belum memenuhi syarat sebagaimana syarat umum seorang Kepala Daerah, maka
yang menjalankan tugas Gubernur adalah Wakil Gubernur sampai dikukuhkannya
Sultan Hamengku Buwono. *

Dalam hal Sri Paku Alam belum memenuhi syarat umum seorang Wakil

Kepala Daerah, maka jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi sampai

% Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah: kajian politik dan hukum, (Bogor, Ghalia
Indonesia,2007), 300.

%1 Abdul Gafar Karim, Personal Otonoom Daerah Di Indonesia (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
2003),192.
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dikukuhkannya Sri Paku Alam. Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri
Paku Alam belum memenuhi syarat, atau berhalangan tetap secara bersama-sama
maka Presiden selaku Kepala Negara dengan persetujuan Kesultanan Yogyakarta
dan Kadipaten Pakualaman menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah, sampai
dikukuhkannya Gubernur dan Waki Gubernur.

Dalam hal Sri Sultan Hamengku Buwono memangku jabatan sebagai
Pejabat Negara, maka jabatan Gubernur tetap melekat, sedang yang menjalankan
tugas Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur. Dalam hal Sri Paku Alam
memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, maka jabatan Wakil Gubernur tetap
melekat, sedang tugas Wakil Gubernur dijalankan sepenuhnya oleh Kepala
Daerah. Kasultanan dan Kadipaten sebagai Lembaga Kebudayaan Daerah
berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan DIY dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang
kebudayaan, pertanahan, keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban
masyarakat. Pembinaan kehidupan kebudayaan dan adat istiadat DIY dilakukan
melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat
dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan,
Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan
adanya kebhinnekaan dalam ketunggal-ikaan sebagaimana tertuang dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ©2

DIY pada saat ini dan masa yang akan datang akan terus mengalami
perubahan sosial yang sangat dinamis. Masyarakat Yogyakarta dewasa ini

memasuki fase baru yang ditandai oleh masyarakat yang secara hierarkis tetap

%2 Franz Magnis Suseno, Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, . 107
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mengikuti pola hubungan patron-klien pada masa lalu dan di sisi lain masyarakat
memiliki hubungan horizontal yang kuat. Perkembangan di atas, sekalipun telah
membawa perubahan mendasar, tidak menghilangkan posisi Kasultanan dan
Kadipaten sebagai sumber rujukan budaya bagi mayoritas masyarakat DIY.
Kasultanan dan Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol pengayom kehidupan
masyarakat dan tetap sebagai ciri keistimewaan DIY. Pengaturan Keistimewaan
DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan
suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap
eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. *

Namun, konsistensi pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah
belum diikuti  pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai
keistimewaannya. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan
masyarakat, menjamin ke- bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan
tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan
budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut
berlandaskan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-
bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan
pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek
historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada

tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan istimewa meliputi tata cara

% bid.
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pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil
Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan
tata ruang.

Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan
yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang- Undang ini dan
kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun,
kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY
tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari prinsip demokrasi
dalam ketatanegaraan Indonesia dengan landasan sejarah dan landasan
konstitusional. Pada aspek histroris, diulas dari munculnya Perjanjian Giyanti
yang dibuat pada tanggal 12 Februari 1755 hingga munculnya piagam kedudukan
dari Presiden Soekarno serta amanat 5 September 1945 dan 30 Oktober 1945 oleh
Sultan dan Paku Alam. Sedangkan pada landasan konstitusional keistimewaan
sebuah daerah, termasuk DIY tentunya, diakui oleh Pasal 18B ayat (1) UUD
1945. **Landasan demokrasi konsensual itu idealnya melalui sejarah-budaya. Hal
itu dapat kita pahami dengan merunut kejadian sejak Proklamasi, 17 Agustus
1945 hingga tahun 1950-an sebelum status istimewa itu diformalkan dalam bentuk
undang-undang. Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, Sri Paku Alam (PA) VIII,
dan rakyat Yogyakarta telah menunjukkan konsistensi mendukung berdirinya
republik, terutama selama periode perang kemerdekaan, 1945-1949.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pembentukan pemerintahan
daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya tidak lepas dari

sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Daerah

® 1bid 108
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Istimewa Yogyakarta diakui oleh konstitusi dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan saat ini diatur dengan Undang Undang No.13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya
dalam pembentukan pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa Pemerintahan Daerah DIY adalah
pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DI'Y dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIY. ®

Dengan demikian jelas bahwa pembentukan pemerintahan daerah propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari unsur Pemerintah Daerah DIY dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Penjabaran susunan pemerintahan
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan
pemerintahan yang bersifat istimewa.

Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD
DIY. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 disebutkan
bahwa Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang
terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah. Gubernur DIY, selanjutnya
disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga
berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya
disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai

tugas membantu Gubernur. Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 13 Tahun

* Ibid
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2012 menyebutkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya
disebut DPRD DIY, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.

Posisi  Konstitusional Sultan Hamengkubowono Sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Salah satu bentuk
pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Yogyakarta adalah pengangkatan
Kepala Daerah yaitu Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan
Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari
keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini.
Berikutnya ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.tentang Pemerintahan Daerah. Dalam
konsideran “Menimbang” undang-undang ini dinyatakan bahwa salah satu hal
yang harus diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.%

C. Maklumat Bergaungnya DIY dalam NKRI

Dalam amanat 5 September Sri Sultan Hamengku Buwono 1X dan Paku
Alam VIII menyatakan integrasinya ke dalam Republik Indonesia dengan status
istimewa. Hal ini bisa dilihat dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur
yang lengkap dan siap untuk menjadi bagian dari negara yang merdeka.®” Pasal 18

menjadi dasar Yogyakarta sebagai daerah yang pada prinsipnya memiliki

% Franz Magnis Suseno, Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, . 107
" KPH MR. Soedarisman Poerwokoesoemo... 14



59

kedudukan sebagai swapraja- swapraja yang mendapatkan jaminan konstitusional
kuat untuk menjadi daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.®®

Dari sekian banyak swapraja yang ada di Indonesia hanya Daerah
Istimewa Yogyakarta yang mempertahankan diri sebagai daerah istimewa. Rakyat
Yogyakarta menghendaki agar kasultanan Yogyakarta secara positif menyatakan
dengan tegas untuk memihak kepada Republik Indonesia atau bersikap ragu-ragu
sambil memperhitungkan kemungkinan akan berkuasanya lagi penjajah Belanda
di Indonesia.”® Berdasarkan amanat di atas jelas dinyatakan bahwa baik
Kasultanan Yogyakarta maupun daerah Paku Alaman sepakat untuk menjadikan
Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Daerah
Istimewa yang dimaksud disini adalah daerah istimewa seperti yang ditentukan
dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasan resminya. Pasal 18 UUD 1945
diperkuat oleh amanat Sri Sultan Hamemgku Buwono IX dan Paku Alam VIII
yang menyatakan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dari Negara Republik
Indonesia. Amanat 5 September 1945 mendapat tanggapan positif dari pemerintah
Republik Indonesia. Piagam penetapan ini ditandatangani presiden Soekarno pada
tanggal 19 Agustus 1945 namun baru diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 6 September 1945. Hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah pusat mempunyai perhatian terhadap tindakan
yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang
pasca proklamasi memberikan kawat ucapan selamat atas kemerdekaan Republik

Indonesia.

% |bid.
% 1bid 15
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Di dalam Maklumat Amanat 5 September 1945 tertera tentang
penggabungan Nagari Ngayogkarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam
Republik Indonesia. Kembali oleh Sultan HB IX dinyatakan dengan tegas, bahwa
Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa
bagian dari RI. Hubungan antara Yogyakarta dan pemerintah pusat bersifat
langsung.

Yang membedakan Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya adalah
dalam hal suksesi atau pemilahan gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui
pemilihan langsung atau pemilukada, melainkan langsung ditetapkan dengan
ditunjuknya Sri Sultan sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil
Gubernur, hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1c) yang menyatakan bahwa syarat
menjadi Gubernur harus bertahta sebagi Sultan Hamengku Buwono dan bertahta
sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur.”

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil
gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan
secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan
mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk
menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton. Sistem suksesi di
DI1Y ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada daerah otonom lainnya tetap
mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan

tentang Pemerintahan Daerah.tentang pemerintahan daerah telah memberikan

" Gloria Samantha, Sumber: Kompas, pelbagai sumber , Selasa, 04 September 2012, Pukul 13:00
wIB
" pasal 18 ayat (1c) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
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kewenangan kepada daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana
termaktup dalam pasal 21(b), yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan
otonomi, daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah. "

Maklumat 5 September 1945 dibuat oleh Presiden RI pertama, Soekarno,
oleh sebab itu, Maklumat ini dipandang sebagai suatu kesepakatan resmi ““formal
agreement”, yang terus akan berlangsung efektifitasnya, kecuali ada suatu
tindakan pencabutan atau pembatalan demia hukum karena ada beberapa
persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak. Kelangsungan Maklumat
Presiden, yang dipandang sebagai ljab Qobul, atau juga Political Contract, yang
mengandung i “tikat dan maksud yang baik (good faith or good intention), setelah
semua syarat telah terpenuhi. Kedua belah pihak (Negeri Yogyakarta dengan
NKRI) sejak dulu sepakat untuk mengikatkan janji. Tidak pernah ada suatu
tindakan sepihak atau atas dasar kesepakatan yang dapat menimbulkan
berakhirnya kesepakatan tersebut, sehingga kebiasaan yang telah menjadi praktek
ketatanegaraan DIY akan terus berlangsung

Konsekuensinya, kedua belah pihak secara hukum dan moral terikat untuk
menghormati dan mematuhi kesepakatan tersebut. Asas hukum yang diberlakukan

antara lain disebut sebagai Pacta Sunt Servanda.”® Suatu asas universal tentang

72 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam |
(PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005), 353

73 31Suatu asas yang dikemukakan oleh Anzilotti, utamanya dalam kaitan dengan daya ikat hukum
internasional bagi negara-negara yang ikut menandatangani atau turut serta menjadi pihak dalam
kesepakatan internasional. Asas ini diberlakukakan saat ini, tidak saja dalam kaitananya dengan
pemberalakukan perjanjian hukum internasional yang mengikat negara-negara, melainkan juga
mengikat subyek hukum non-negara. Sebagaimana halnya, serah terima kedudukan DIY dengan
NKRI Enam Puluh Lima (65) Tahun lalu. Khususnya dalam lihat J.G. Starke, Hukum
Internasional sub bab nol (edisi terjemahan), Jakarta, 2002 , Asas Hukum Universal tentang
Perjanjian Internasional. 32 Suatu peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 2002, dimana salah satu
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perjanjian yang memberikan pedoman kepada dua belah pihak bahwa mereka
terikat dengan kesepakatan-kesepakatan umum sehingga selain timbul kewaiban
juga hak-hak dan kewenangan.

Tidak pernah ditemukan dokumen yang berupaya, baik secara implisit
maupun eksplisit membatalkan atau batal demi hukum (karena salah satu pihak
mengingkari) dari praktek penetapan atas kedudukan Sri Sultan HB dengan Paku
Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY. Bahkan dalam perjalanan
sejarah perkembangan hukum pengakuan atas keistimewaan DIY, dari sejak
pemerintahan Orde Lama hingga Orde Baru cenderung saling mengukuhkan.
Bahkan pada tahun 2002, telah terjadi suatu keadaan yang dipandang
menyimpang dari adat-istiadat, karena telah dicoba melalukan pengusulan calon
gubernur dari luar kalangan kraton.

Namun, terbukti hal itu menimbulkan goncangan sosial dan menusi
konflik yang cukup signifikan sehingga mengganggu harmoni sosial. Penolakan
dari berbagai lapisan masyarakat muncul, melalui forum Pisowanan Agung. Suatu
forum yang sarat dengan muatan nilai-nilai politik lokal, sebagai bentuk
perlawanan terhadap nilai-nilai baru yang belum dapat diterima. Dengan
demikian, bahwa Maklumat 5 September 1950 sama kuatnya dengan, Perjanjian
Gianti antara pemerintahan Belanda dengan Kesultanan DIY, antara
pemerintahan Jepang dengan Kesultanan DIY, termasuk instrumen hukum

berbentuk UU lainnya yang merupakan bentuk kesepakatan sosial yang secara

anggota DPRD DIY dari salah satu fraksi mencoba mengajukan diri sebagai calon gubernur.
Namun, usulan tersebut menimbulkan kegaduhan politik lokal tersendiri.
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politik, sosial dan kultural menjadi bagian yang harus dilestarikan, sebagai jati diri

dari keistimewaan Yogyakarta. ™

D. Integrasinya DIY dalam NKRI.

Proses Integrasinya atau bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta
menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
penulis tidak jauh dari Maklumat Amanat 5 September 2945 yang mana garis
besarnya Sri Sultan maupun Adipati Paku alam secara sadar menyatakan diri
menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwakili dari
Negara Indonesia dalam pernyataan tersebut Persiden Republik Indonesia yang
pertama yaitu Presiden Soekarno.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sultan HB IX dan Adipati Paku
Alam VIII memutuskan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Secara terpisah
tetapi dengan format dan isi yang sama mengeluarkan maklumat pada tanggal 5
September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden
Republik Indonesia tanggal 6 September 1945 menyatakan integrasi Yogyakarta
kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa.

Integrasinya Daerah Istimewa Yogyakarta membawa konsekuwensi yang
mendalam terhadap kehidupan dalam ketatanegaraan Bangsa Indoesia yang mana
dapat terjadi benturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Indonesia dan bentuk Negara.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 founding Fathers (pendiri bangsa) hasil

dari sidang PPKI yang menghasilkan kesepakatan bersama (Konsensus) dari

™ Suatu peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 2002, dimana salah satu anggota DPRD DIY dari
salah satu fraksi mencoba mengajukan diri sebagai calon gubernur. Namun, usulan tersebut
menimbulkan kegaduhan politik lokal tersendiri
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bangsa Indonesia bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan yang
berbentuk Republik, dengan kata lain hanya ada satu pemerintahan dalam satu
Negara. PPKI dalam sidangnya juga menghasilkan Hukum dasar yang melandasi
perilaku bagi semua warga Negara Indonesia konstitusi atau hokum dasar yang
dimaksud penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
yang mana telah mengalami perubahan (amandemen) selama empat kali yang
dimulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 setelah jatuhnya rezin
presiden Suharto. Konsekuensi yang dimaksud penulis di sini adalah :
1. Bentuk Negara.

Sudah menjadi konsensus dari seluruh bangsa Indonesia dari Sabang
sampai Merauke bahwa seluruh bangsa Indonesia melalui organisasi bentukan
Jepang yaitu PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diketuai
oleh : Ir. Sukarno dan wakilnya Moh. Hatta menghasilkan kostitusi yang mana di
dalam salah satu Pasalnya ada yang mengatur masalah bentuk Negara dalam pasal
1 UUD Negara Republik Indonesia Hasil dari sidang PPKI, bentuk negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik artinya di dalam
negara hanya ada satu pemerintah tanpa ada bentuk pemerintahan lainnya.
Walaupun Negara Indoneia terdiri dari beberapa wilayah propensi tetapi tiap-tiap
propensi tidak memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan sendiri
hanya sebagai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat.
Jadi provinsi hanya sebagai penyambung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
yang dialihkan kepada pemerintahan di daerah termasuk di dalamnya Kesultana
Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Konstitusi)
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hasil
produk dari BPUPKI, yang melakukan sidang yang ke dua pada tanggal 10
sampai dengan 16 Juli 1945 yang menghasilkan Pembukaan UUD 1945. Perlu
diketahui dalam kunstitusi terdapat tiga bagian yaitu :

1. Pembukaan

2. Batang Tubuh

3. Penjelasan.

Dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 founding father mengingatkan agar
amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 tidak sampai merubah dari
pada Pembukaan UUD NRI karena di dalamnya terdapat

a. Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia.
b. Dasar Negara Republik Indonesia.

Kalau misalnya di amandemen berarti dapat merubah bentuk negara
Indonesia. Amandemen yang boleh dilakukan terhadap konstitusi adalah batang
tubuh yang di dalamnya terdapat Pasal-pasal, berkaitan dengan permasalahan
yang ada dalam kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan UUD NRI 1945

terdapat dalam pasal 18 dan pasal 1 UUD NRI 1945

Pasal 1 Ayat 1

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Pasal 1 ayat 1 merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara
kesatuan. Artinya Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan
sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan
satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang

dipilih oleh pemerintah pusat
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Pasal 1 Ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.untuk didelegasikan kepada mereka.
Selain itu, pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 ini juga menyatakan
Negara Indonesia berbentuk Republik, yang artinya tampuk pemerintahan

bersumber dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan (bangsawan),
sehingga Indonesia akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.

Pasal 1 ayat 3: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pada amandemen ke-3 UUD 1945 ini negara Indonesia mempertegas
statusnya sebagai negara hukum melalui penambahan ayat terakhir (3) dari pasal 1
UUD 1945. Hal ini mungkin disebabakan pada masa Orde Baru kekuasaan
banyak diselewengkan, sehingga dengan penambahan pasal ini, maka semua
rakyat Indonesia, tanpa melihat statusnya, harusnya mampu berbuat dengan
kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 18B UUD 1945 :

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan

undang-undang.

Sesuai dengan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia yang dituangkan
dalan Konstitusi Negara maka kalau seorang pemimpin Negara kurang memahami
dari pada keaneka ragaman (Bhinneka Tunggal Ika ) bangsa Indonesia maka akan
terjadi suatu polemik oleh karena itu sebagai bangsa yang mengkui akan keaneka
ragman bangsa seyogyanya warga Negara menghormati Keistimewaan yang ada
pada Yogyakarta.

Dengan adanya pemahaman tersebut Kita sebagai bagian dari bangsa ini

harus mendukung adanya suatu daerah atau propensi yang memiliki suatu
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keistimewaan sehingga tidak akan terjadi yang namanya disintegrsai atau
perpecahan diantara propensi-propensi yang ada di bangsa Indonesia. Kesimpulan
yang dapat Penulis sampaikan, bahwa pemerintah tidak perlu khawatir akan
keberadaan dari pada Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Eksistensi
Keultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan bentuk negara
maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perlu diketahui konsep negara kesatuan hanya ada satu pusat pemerintahan
tetapi pemerintahan yang dijalankan Di Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta
hanyalah sebatas budaya asli atau budaya lokal yang dimiliki oleh Yogyakarta
sebelum berintgrasi atau bergabung dengan pemerintahan Indonesia sudah
seyogyanya pemeintah Indonesia mendykung dang menghormati Keistimewaan
dan kekhususnan yang dimiliki oleh provinsi yang ada di negara Indonesia.

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul karena ada kebudayaan
asing yang masuk dan kebudayaan itu diterima serta diolah oleh suatu kelompok
masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri.
Akulturasi terjadi karena adanya keterbukaan suatu masyarakat, “perkawinan” dua
kebudayaan, kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang
mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk
maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan. "

Sedangkan budaya adalah suatu cara berfikir dan cara merasa yang
menyatakan diri dalam keseluruhan segi kehidupan dari segolongan manusia yang

membentuk kesatuan social dalam suatu ruang dan waktu. "

" Eddy Strada, “Pengertian Akulturasi, Sinkretisme, Milanarisme, dan Adaptasi”
dalamhttp://rangkumanmateriips.blogspot.com, diakses tanggal 19 November 2014
"® Sidi Gazalba , Pengantar Kebudayaan Sebagai llmu(Jakarta: Pustakan Antara, 1968), 4



http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proses_sosial&action=edit&redlink=1
http://rangkumanmateriips.blogspot.com/
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Budaya lokal adalah bagian dari sebuah skema dari tingkatan budaya
(hierakis, bukan berdasarkan baik dan buruk). Budaya lokal juga merupakan
budaya milik penduduk asli yang merupakan warisan budaya. Jadi budaya lokal
adalah kebudayaan yang berlaku dan dimiliki tiap daerah atau suku bangsa.

Dari segi konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik 1945
dalam batang tubuh UUD NRI 1945 terama pasal 1 dan pasal 18 juga sudah
dijelaskan atau telah diatur mengenai bentuk negara dan negara harus
menghormati keistimewaan dan kekhususan yang dimilki oleh provinsi negara
Indonesia.

Kasultanan dan Kadipaten tetap diposisikan sebagai simbol pengayom
kehidupan masyarakat dan tetap sebagai ciri keistimewaan DIY. Pengaturan
keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan NKRI tetap konsisten
dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa.
Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu
daerah bersifat istimewa dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang diberikan
pada DIY melalui UU No. 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada UU No. 22
Th 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama pada semua
daerah di Indonesia.

Pengintegrasian Kasultanan Yogyakarta dan Puro Pakualaman ke
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Daerah istimewa
Yogyakarta membawa konsekuensi betapapun menyandang status sebagai daerah
istimewa, namun kedudukannya tetap merupakan sub-ordinat atau bagian dari
Negara Republik Indonesia. Secara teoretik, dalam konsep negara kesatuan

(unitary state) pemberian status istimewa atau khusus kepada suatu wilayah
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negara tidak sampai pada menempatkan wilayah (daerah) itu menjadi bagian
wilayah negara yang bersifat negara, seperti negara bagian pada konsep negara
federal (federal state). ” Dibentuknya daerah-daerah khusus atau istimewa
dalam bingkai konsep negara kesatuan secara praksis memunculkan keaneka-
ragaman pola penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta lahir daerah-
daerah dengan kewenangan pemerintahan yang sangat luas (apalagi jika berlaku
pula prinsip otonomi seluas-luasnya) seperti Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar NRI 1945, sehingga mengesankan terjadinya praktek bernegara
dalam negara. Oleh karena itu, mengangkat masalah eksistensi dan pembentukan
daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa, terutama pemebentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hubungannya dengan penerapan konsepsi
negara kesatuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi materi yang
menarik untuk dikaji dan didalami.

Menurut Lay, dkk’® pada tataran yuridis formal, geneologis predikat
keistimewaan Yogyakarta dapat dirujuk pada Amanat Sri Paduka Ingkang
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paduka
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII. Kedua amanat tersebut
dapat dipreskripsikan sebagai novum hukum yang menyatakan bahwa status
Yogyakarta, dalam ranah yuridis formal, telah mengalami perubahan dari sebuah
daerah Zelfbesturende Landschappen atau Daerah Swapraja menjadi sebuah
daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Secara lebih generik, keistimewaan Yogyakarta memiliki akar yang

" Hadiwijoyo, 2013, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,
Sebuah Pendekatan Sejarah Hukum dan Teori Kekuasaan, Cetakan I, Graha lImu, Yogyakarta

"8 Lay, Cornelius, dkk, Keistimewaan Yogyakarta, Naskah Akademik Rancangan Undang Unadng
Keistimewaan Yoyakarta, Monograph on Politic and Government, VVo. 2 No. 1, JIP FISIPOL UGM
dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Yogyakarta,(2008), 24.
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kuat dalam konstitusi. Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
menegaskan, “Negara mengakui dan menhb ghormati satuan-satuan pemerintah
daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”
E. Sidang PPKI membahas Daerah Istimewa
PPKI merupakan organisasi bentukan dari pemerintahan pada masa
kolonoal Jepang, Jepang membentuk PPKI karena adanya desakan dari
pemerintahn Indonesia untuk menuntut janiji Jepang yang akan memberikan
kemerdekaan kepada pemrintahan Indonesia. Janji tersebut direalisasikan oleh
Jepang dengan membentuk organisasi sebelum PPKI adalah BPUPKI, PPKI di
dibentuk pemerintahan Jepang setelah BPUPKI telah menyelesaikan sidangnya
pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang mengagendakan 2
permasalahan :
1. Menyusun Dasar Negara
2. Menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar
Dalam melaksanakan sidangnya BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman
Widyodiningrat dan wakilnya Soeroso dengan tokoh-tokoh negara yang ikit andil
dalam sidang pertama BPUPKI adalah :
a. Tanggal 29 Mei 1945 tokohnya Mr. Moh. Yamin
b. Tanggal 31 Mei 1945 tokohnya Mr. Soepomo
c. Tanggal 1 Juni 1945 tokohnya Ir. Soekarno
Selepas menyelesaikan sidangnya BPUPKI diganti dengan PPKI yang
dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 8 April 1945 dan baru bersidang
tanggal 18 Agustus 1945.

Sidang PPKI menghasilkan keputusan diantarnya :
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1. Mengesahkan UUD 1945

Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia adalah
salah satu keputusan sidang PPKI saat itu. UUD disusun dan digunakan sebagai
alat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Pada saat itu, UUD 1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu sebagai
berikut:

a. Pembukaan atau mukadimah

b. Batang Tubuh atau isi yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal
aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

c. Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan

pasal demi pasal.

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Hasil sidang selanjutnya dari PPKI adalah memilih pemimpin negara
(Presiden dan wakilnya). Pemilihan umum tidak diselenggarakan karena saat itu
negara dalam situasi darurat. Soekarno dan Moh. Hatta secara aklamasi terpilih
sebagai Presiden dan Wakil Presiden Rl yang pertama. Terpilihnya Soekarno-
Hatta tidak lepas dari peran Otto Iskandardinata. Dialah yang mengusulkan agar
Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Usul
itu kemudian disetujui oleh PPKI dan dengan suara bulat semua peserta sidang
menyetujuinya.
3. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara,

sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
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Sehari setelah Indonesia menyatakan Sultan Hamengku Buwono IX (HB
IX) dan Sri Paduka Paku Alam VIII (PA VIII) mengirimkan ucapan selamat
kepada Soekarno — Hatta atas kemerdekaan Indonesia dan atas terpilihnya mereka
sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Sementara di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan
serius dalam sidang PPKI membahas kedudukan Koot. Sebenarnya kedudukan
Kooti (Komisariat Tinggi) Hookookai sendiri sudah dijamin dalam UUD, namun
belum diatur dengan rinci.Tapi akhirnya Kooti (Komisariat Tinggi) Hookookai
ditolak oleh Pemerintahan Indonesia yang pada saat itu di pimpin oleh Soekarno
karena bertentangan dengan bentuk negara yang sudah disepakati, namun
perwakilan Kooti dari pemerintan Yogyakarta mengatakan bahwa jepang telah
menyerahkan kekuasaan pada Komisarian Tinggi di pemerintahan Yogyakarta.
Ketua Panitia Kecil PPKI untuk Perancang Susunan Daerah dan Kementerian
Negara.

Oto Iskandardinata dalam sidang itu menanggapi bahwa soal Kooti
memang sangat sulit dipecahkan sehingga Panitia Kecil PPKI tersebut tidak
membahasnya lebih lanjut dan menyerahkannya kepada beleid Presiden. Akhirnya
dengan dukungan Mohammad Hatta Suroso, Suryohamijoyo, dan Soepomo,
kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan
piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta
dan Kadipaten Paku Alaman.Piagam tersebut baru diserahkan pada 6 September

1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.
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F. Desentralisasi

Desentralisasi adalah sebuah paradigma yang sangat antitesis dengan
sentralisasi yang menjadi paradigma absolut dari pemerintahan orde baru yang
hegemonik. Dengan wilayah yang sangat luas seperti Indonesia, dengan beragam
corak dan budaya daerah yang beraneka rupa, dengan bermacam-macam
kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah, dan dengan letak geografis dan
demografis yang begitu luas, tentu saja paradigma sentralistik akan menjadi
sesuatu yang sangat mustahil dalam menciptakan pemerataan kemakmuran dan
keadilan serta pemberdayaan yang merata bagi semua warga negara.

Karena itulah, pada zaman Orde Baru banyak sekali kesenjangan yang
terjadi antara pusat dan daerah, baik dari segi pemerataan pembangunan,
pembagian dan distribusi kewenangan, tingkat kemakmuran, hingga pada
persoalan pengelolaan sumber daya alam, yang membuat daerah menjadi merasa
diperlakukan tidak adil dan akhirnya melakukan penentangan-penentangan yang
jika tidak dikelola dengan baik akan berujung pada disintegrasi bangsa. Namun,
sejak era reformasi bergulir, proyek desentralisasi yang diwujudkan dalam proyek
otonomi daerah menjadi sesuatu yang sangat signifikan bagi perkembangan dan
dinamisasi potensi daerah sehingga mereka bisa memberdayakan dan mengelola
potensi dan sumber daya mereka dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan
daerahnya dan kemakmuran masyarakat yang ada di daerahnya.

Desentralisasi merupakan kebijakan pemerintah setelah adanya reformasi
terhadap kepemimpinan presiden Republik Indonesia ke 2 yakni presiden

Soeharto. Desentralisasi adalah suatu program dimana daerah diberikan kekuasaan

¥ Adisubrata, Winarna Surya, Otonomi daerah di era refor- masi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
1999.
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yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelolah kekayaannya secara mandiri
sementara pemerintahan pusat mengawasi jika terjadinya suatu polemik dalam
daerah tersebut yang sekarang lebih terkenal dengan istilah Otonomi Daerah
(Otoda).
Desentralisasi merupakan salah satu dari enam agenda Reformasi yang
mana lebih lengkapnya agenda Reformasi adalah :*°
1. Penegakan Supremasi hukum
Indonesia adalah salah satu negara yang mendasarkan diri pada hukum
menurut penulis kenyataan dilapangan masih jauh dari rasa keadilan dengan
dibuktikan masih lemahnya penegak hukum menerapkan UU sesuai dengan
hukum itu sendiri masih banyak terjadi memanipulasi hukum sehingga supremasi
hukum sulit untuk diwujudkan selagi masyarakat dan penegak hukum belum sadar
akan pentingnya menegakkan hukum.
2. Pemberantasan KKN
Untuk masalah ini Penulis berpendapat selama birokrasi belum
disempurnaka maka sulit untuk memberantas praktik KKN. Karena KKN di
bangsa ini diibaratkan suatu penyakit yang kronis membutukan adanya Refolusi
Mental dari semua bangsa ini kalau memang tidak mau tertinggal dengan negara
lainnya.
Dalam kehidupan bernegara dibelahan dunia, Birokrasi merupakan
wahana utama dalam hubungan antar bangsa. Disamping melakukan pengelolah

pelayanan birokrasi juga bertugas menterjemahkan berbagai keputusan politik ke

8 prof. Dr. Jimly Asshiddigie,SH Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi,
PT Bhuana limu Populer KELOMPOK Gramedia, Jakarta 2007
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dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengolahan atas
pelaksanaan berbagai kebijakan secara operasional.
3. Pengadilan Mantan Presiden Soeharto.

Menurut penulis sebaiknya kita berjiwa yang besar karena kita tidak
boleh melihat orang itu dari satu sisi, Presiden memang menelorkan warisan KKN
tapi kita harus juga melihat sisi yang lainnya bahwa disamping kesalahan yang
pernah dibuatnya Pak Harto juga banyak menyumbang keberhasilan dari bangsa
ini, beliau juga disebut sebagai Bapak Pembangunan. Penulis menyimpulkan
sebaiknya bangsa ini memaafkan semua kesalahan yang pernah Pak Harto
lakukan karena yang pernah penulis dengar bahwa ALLAH akan membalas
kebaikan orang-orang yang mau memaafkanya.

4. Amandemen UUD NRI 1945 (konstitusi).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau
konstitusi, telah mengalami empat kali amandemen, terjadinya amandemen karena
banyaknya peraturan tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar.

Banyak sekali pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD NRI
1945 mengalami perubahan karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan
kehidupan bangsa ini. Amandemen yang terjadi pada konstitusi bangsa ini telah
berjalan empat kali dimulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.%

5. Pencabutan Dwi fungsi ABRI (TNI/Polri)

Penulis menjelaskan bahwa ABRI sebagai kekuatan negara harus
ditempat pada garda terdepan dalam mengawal republik ini, oleh karena itu
negara sewajarnya mengembalikan tugas dan fungsinya sebagai kekuatan negara.

6. Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya (Desentralisasi)

% Ibid
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Desentralisasi  muncul karena pelaksanaan demokrasi yang
dipraktekkan pada zaman Orde Baru tidak sesuai dengan arti demokrasi itu
sendiri, di mana demokrasi yang dijalankan hanya sebatas prosedural tanpa
adanya bukti nyata dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demorasi pandangan
Penulis suatu kekuasaan atau kedaulatan tertinggi negara ada ditangan rakyat
bukan ditangan seorang penguasa. Kenyataan di dalam pemerintahan Presiden
Soeharta hak-hak politik rakyat dikebiri oleh penguasa rakyat tidak pernah diajak
dalam merumuskan kebijakan publik.

Presiden Soeharto demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Sentralisti
yang meniti beratkan semua kebijakan yang berkaitan dengan publik ditentukan
oleh pemerintahan pusat sehingga rakyat tidak memiliki kekuasaan untuk
mengatur daerah atau wilayah sendiri sesuai dengan daerahnya sendiri. Banyak
kekayaan suatu daerah yang seharusnya dapat dinikmati oleh daerah banyak
dimiliki atau dinikmati oleh Pemerintahan Pusat sehingga banyak terjadi
pelanggaran-pelanggaran demokrasi.

Pemerintahan selanjutnya demokrasi dengan sistem sentralisasi diganti
dengan sistem desentralisasi yang mana daerah diberikan kekuasaan untuk
mengatur daerah / wilayahnya atau rumah tangganya sendiri disesuai dengan
kebutuhan daerahnya sendiri.®

Demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang memang sudah
lebih baik dari pemerintahan sebelumnya walaupun demokratisasi yang
didambahkan masih belum tercapai seutuhnya namun sudah ada kecenderungan

unsur-unsur demokrasi misalnya pemilihan presiden secara langsung.

% 1bid
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G. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dapat
dilacak dalam kerangka konstitusi NKRI. Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai
dasar yang dikembangkan yakni, nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial.
Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan
mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat Negara. Artinya
kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia
tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sementara itu nilai
dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam peneyelenggaraan pemeritahan di
daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Dikaitkan dengan dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan
desentralisasi di Indonesia terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini karena dalam penyelenggaraan
desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah
otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan
pemerintahan. Sesuai UUD 1945, karena Indonesia adalah "Eenheidstaat”, maka
di dalam lingkungannya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staat
juga. Ini berarti bahwa sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan
hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah menghindari
daerah otonom menjadi negara dalam negara.

Dengan demikian pembentukan daerah otonom dalam rangka

desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:

% Ibid
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a. Daerah Otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan
layaknya di negara federal.

. Daerah otonom tidak memiliki Povouir Contituant.

c. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau
pengakuan atas urusan pemerintahan.

d. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada butir ¢ tersebut di atas utamanya terkait dengan
pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat
(lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.

Dengan demikian jelaslah bahwa desentralisasi merupakan instrumen
dicapainya tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa (national unity)
yang demokratis (democratic government). Dalam konteks UUD 1945, selalu
harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan
desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Oleh sebab itu
ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945
adalah:

1. Kesatuan pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh
Pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses
hukum.

2. Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk Provinsi dan
di wilayah Provinsi dibentuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom.
3. Sebagai konsekuensi ciri butir 1 dan 2, maka kebijakan desentralisasi

dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan penyelenggaraan otonomi
daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah

nasional (Pusat) adalah bersifat tergantung (dependent) dan hirarkhi

(sub-ordinate). Hal ini berbeda dengan hubungan antara negara bagian
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dengan pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme, yang
sifatnya independent dan koordinatif.

5. Penyelenggaraan  desentralisasi menuntut  persebaran  urusan
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan
hukum publik. Urusan pemerintahan yang didistribusikan hanyalah
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kompetensi Pemerintah
dan tidak mencakup urusan yang menjadi kompetensi Lembaga Negara

Tertinggi dan/atau Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Dengan telah terjadinya reformasi di Indonesia, maka dipandang perlu
untuk menyusun suatu konsepsi dasar yang merupakan grand design dari
Otonomi Daerah yang sesuai dengan aspirasi yang tumbuh sebagai respons
terhadap reformasi yang telah merubah segi-segi kehidupan berbangsa dan
bernegara secara multi-dimensi.

Nuansa unit pemerintahan lokal yang bersifat sentralistik selama tiga
dekade masa Orde Baru dengan lebih mengedepannya pendekatan dekonsentratif
telah beralih kepada pemerintahan lokal yang demokratik dan lebih otonom dalam
pengelolaan elemen-elemen dasar Pemerintahan Daerah. Untuk itu maka perlu
dirintis adanya pemikiran untuk menciptakan suatu konsepsi otonomi Daerah
yang responsif terhadap nilai-nilai reformasi. Mengedepannya nilai-nilai
demokrasi dan otonomi dalam pengelolaan pemerintahan Daerah seyogyanya
jangan sampai mengorbankan nilai-nilai efisiensi dan ekonomis. Untuk dapat
memberikan kontribusi yang optimal terhadap reformasi, maka diperlukan
berbagai pemikiran secara sistematis untuk dituangkan dalam suatu konsepsi

otoda (otonomi daerah).



80

H. Teori Negara
1. Asal-usul terjadinya negara.

Menurut pengetahuai Penulis asal-usul terjadinya negara terbagi menjadi
tiga :

a. Terjadinya Negara secara Primer.

Terjadinya negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana
kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju. Pertumbuhan itu dapat dilihat
dari beberapa fase, yaitu:

a) Fase Suku atau persekutuan masyarakat (genootschaft )

Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus
berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu yang
dinamakan suku. Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang
disepakati. Pimpinan suku diakui sebagai kepala adat yang yang berkewajiban
mengatur dan menyelenggarakan kehidupan besama. Peranan kepala suku
dianggap sebagai primus inter pares, artinya orang yang pertama di antara yang
sederajat. Kemudian satu suku terus berkembang menjadi dua, tiga suku, dan
seterusnya menjadi besar. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami
atau karena penaklukan-penaklukan antar suku.

b) Fase kerajaan (recht)

Kepala suku yang semula berkuasa dimasyarakat hukumnya, kemudian
mengadakan ekspansidengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Hal ini
mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus interpares menjadi
seorang raja dengan cakpan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan.

c) Fase Negara nasional
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Pada awalnya Negara nasional diperintah oleh raja yang absolute dengan
system pemerintahan teresentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak
dan perintah raja, memang semuaraja pad aawalnya menganggap dirinya sebagai
utusan tuhan sehingga dapat berbuat atassemua kehendaknya. Ucapan raja kepada
rakyatnya khirnya melahirkan raha yang absolutehanya ada satu identitas
kebangsaan karena rakyatnya dalam satu keuasaan.

d) Fase Negara demokrasi

Dari fase Negara nasional, secara bertahap rakyat mempunyai kesadaran
batin dalam bentukperasaan kebangsaan. Adanya kekuasaan raja yang mutlak
menimbulkan  keinginan  rakyat untukmemegang pemerintah  sendiri,
artinya kedaulatan/kekuasaan tertinggi dipegang rakyat. Rakyatberhak memilih
pemimpinya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka.

b. Asal mula terjadinya Negara secara sekunder.

Teori terjadinya Negara secara sekunder beranggapan bahwa Negara telah
ada sebelumnya, namunkarena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan
timbullah Negara yang menggantikan Negara yang telah ada tersebut.

c. Asal mula terjadinya Negara berdasarkan fakta sejarah, yaitu:

1) Pendudukan ( accupatie ) : hal ini terjadi ketika suatu wilayah tak
bertuan dan belu dikuasai,kemudian diduduki dan dikuasai oleh
suku atau kelompok tertentu. Contoh: Liberia yangdiduduki oleh
budak - budak negro yang selanjutnya merdeka tahun 1847.

2) Peleburan (fusi) : hal ini terjadi ketika Negara

mendiami suatu wilayahmengadakn perjanjian untuk saling melebur

[Negara kecil y:
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untuk menjadi Negara baru. Contoh terbentuknyafederasi kerajaan
jerman pada tahun 1871.

3) Penyerahan (cessie) : hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan
kepada Negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Contoh
Negara slesswijk diserahkan oleh rusia kepada prusia (Jerman).

4) Penarikan (Accesie ) : Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk
akibat penarikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta).
Kemudian wilayah tersebut dihunu oleh sekelompok orang
sehingga terbentuk negara. Contoh Wilayah Mesir yang terbentuk
dari delta sungai Nil.®

5) Pencapolkan/Penguasaan ( Anexatie ) : Suatu negara berdiri disuatu
wilayah yang dikuasai (dicaplok) oleh bangsa lain tanpa reaksi
berarti. Contoh Pembentukan negara Israel pada tahun 1948,
wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania,
dan Mesir.

6) Proklamasi (Proclamation) Hal ini terjadi ketika penduduk pribumi
dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan
perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya
kembali, dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh Negara
Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945
dari penjajahan Jepang dan Belanda.

7) Pembentukan Baru ( Inovation ) Munculnya suatu negara baru di

atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan

# Budiyanto, Dasar-Dasar llmu Tata Negara, penerbit Erlangga
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kemudian lenyap. Contoh Negara Colombia yang pecah dan lenyap.
Kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru, Vyaitu
Venezuela, dan Colombia Baru.

8) Pemisahan (Separatise) Suatu wilayah negara yang memisahkan
diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan
kemerdekaannya. Contoh pada tahun 1939, Belgia memisahkan diri
dari Belanda, Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia dan
menyatakan kemerdekaannya.®®

2. Bentuk dan Susunan Negara

a. Bentuk Negara.Menurut Penulis, bentuk negara beda dengan bentu
pemerintahan tapi kadang- kadang kita dirancukan dengan pemehaman yang
menurut Penulis sangat mengganggu karena Penulis jabatannya sebagai seorang
pendidik untuk memberi gambaran yang benar mengaenai bentuk negara dan
bentuk pemerintahan.Pemahaman penulis selama menjadi pendidik dan membaca
beberapa literatur dan membicarakan dengan teman-teman di Instansi di mana
Peenulis mengajar kami berkesimpulan bahwa bentu negara dan bentuk

pemerinthan berbeda.

Bentuk Negara menurut Penulis terbagi menjadi dua :

1. Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan yaiti suatu bentu negara dimana dalam pemerintahan
negara tersebut hanya ada satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan keluar dan
kedaulatan kedalam, tidak lagi suatu wilayah yang memiliki kedaulatan keluar

selain pemeritah yang berdaulat..Fred Isjwara menyatakan “Negara Kesatuan

% bid, 7
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(Unitare State) ialah bentuk negara ialah dimana wewenang legislatif tertinggi
dipusatkan pada satu badan legislatif pusat”. Abu Daud Busroh memaparkan *
...... negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun daripada beberapa
Negara, seperti halnya dalam Negara federasi, melainkan Negara itu sifatnya
tunggal, artinya hanya ada satu Negara, tidak ada Negara di dalam negara.® Jadi
dengan demikian, di dalam Negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan,
yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi
dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan inilah yang pada tingkat
terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara
tersebut.pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau
wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat
inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu
dalam Negara tersebut”. Contoh Indonesia.

2. Negara Serikat (federasi/fedeal)

Negara Serikat yaitu suatu bentu negara yang mana di dalam negara
tersebut terdapat atau terbagi menjadi beberapa negara lagi yang memiliki
kedaulatan ke dalam dalam membuat UU untuk Negara bagiannya, dan

medelasikan beberapa kewenangan kepada negara serikatnya. Contohnya : USA.

Bentuk Pemerintahan
Bentuk Pemerintahan menurut Penulis terbagi menjadi 3 :
1. Bentuk Pemerintaha Presidensial
Suatu bentuk pemerintahan dimana presiden memiliki kekuasaan rangkap

(double) artinya presiden memiliki kekuasaan sebagai Kepala Negara sekaligus

8 Astim Riyanto. 2006, Negara Kesatuan Konsep, Akses dan Aktualisasinya, Penerbit
Yapendo, Bandung, 51-52
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memiliki kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan Di dalam sistem Pemerintahan
Presidensial
Tugas seorang presiden memgang kekuasaan kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
Dengan ciri-ciri :
a. Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan Kkepala
pemerintahan.
b. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat meteri sebagai pembantu
dalam menjalankan pemerintahan sekaligus memberhentikannya.
c. Presiden memiliki kedudukan yang seimbang dengan keuasaan legislatif

2. Bentuk Pemerintahan Parlementer.

Bentuk Pemerintahan dimana didalam negara tersebut ada dua pucuk
pimpinan, satu sebagai kepala negara yang satunya lagi sebagai kepala
pemerintahan. Kepala Pemerintahan dikepalai oleh seorang yang bernama
Perdana Menteri kepala negara dipegang oleh seorang presiden. Dan kekuasaan
Kepala negara hanya sebatas sebagai simbol negara.

Menurut Penulis untuk penyebutan Kepala Negara yang menggunakan
Bentuk Pemerintahan Parlementer berbeda-beda tergantung dari bentuk negara
tersebut, misalnya negara bentuk pemerintahan Monarkhi sebutannya Raja itupun
tergantung dari negara mana. Contoh: Inggris sebutannya Raja/Ratu Malaysia
sebutannya Yang Dipertuan agung, Arab sebutannya Amir, Jepang sebutannya
Kaisar. Ciri-ciri Parlementer adalah sebagai berikut:

a. Kepala Negara dipegang oleh seorang Raja.

b. Kepala pemerintahan dipegang seorang Perdana Menteri
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c. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Raja tetapi bertanggung

jawab kepada Perdana Menteri

d. Presiden dapat menjatuhkan Perdana Menteri dengan melalui Mosi

tidak percaya
3. Quasi

Sistem Pemerintahan Quasi hanya merupakan variasi atau bentu semu dari
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.Hal ini
disebabkan karena situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-
bentuk semuanya.

Apabila dilihat dari kedua sistem pemerintahan di atas, sistem
pemerintahan Quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Pada sistem
pemerintahan Quasi Presidensial kepala pemerintahan dengan dibantu oleh
kabinet (ciri-ciri presidensial), tetapi dia bertanggungjawab kepada lembaga di
mana dia bertanggungjawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan
presiden/ eksekutif (ciri-ciri sistem parlementer). Misal, sistem pemerintahan
Indonesia.

3. Tujuan Negara.

Menurut Penulis, Negara adalah asosiasi atau wadah berkumpulnya suatu
masyarakat untuk dapatnya memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama yang
pelimpahan kekuasaanya dibeikan kepada seorang penguasa yang bijaksana.
Setiap negara dibentuk untuk dapatnya mewujudkan semua cita-cita atau
keinginan dari semua rakyat yang mendukungnya oleh sebab itu sudah kewajiban
negara untuk mewujudkan tujuan/cita-cita bersama seluruh keinginan bangsa

tersebut.
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Tujuan Negara setiap negara berbeda tergantung masing-masing ideologi
yang dianut oleh negara tersebut. Adapun Tujuan Negara Indonesia tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
dimana sudah Penulis jelaskan di atas bahwasannya Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 melalui founding fathers dalam pasal 37 diterangkan bahwa
Amandemen hanya boleh dilakukan terhadap konstitusi tertulis hanya pada Batang
Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

Sementara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 tidak boleh diubah menurut Penulis memiliki tiga alasan :

1. Terdapatnya Pernyataan Kemerdekaan bangsa Indonesia.

2. Adanya Rumusan Dasa Negara yang sah.

3. Terdapatnya Tujuan Negara

Oleh karena itulah Pembukaan tidak boleh diubah, misalnya tetap ingin
mengubah harus berhadapan dengan % dari seluruh jumlah penduduk Indonesia
disini Penulis tidak setuju kalau Pembukaan UUD NRI 1945 sampai diubah
alasannya dapat merubah pula bentuk negara Indonesia.

Kembali kepada Tujuan negara sudah Penulis katakan bahwasannya tujuan
setiap negara bergantung pada Ideologi yang dianut oleh negara measing-masing.
Indonesia menganut Ideologi Pancasila sehingga Tujuan Negara Indonesia tidak
boleh bertentangan dengan Pansasila.

Tujuan Negara Inonesia

Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 alinea ke empat :

1. Melindungi segenap Bangsa dan Seluruh Tumbah Darah Indonesia.
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2. Memajukan Kesejahteraan Umum

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

4. Dan Ilkut Serta dalam usaha Perdamain Dunia yang berdasarkan
Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.

4. Unsur Terbentuknya Negara.

Penting untuk diketahui bahwa suatu negara tidak saja muncul, berdiri,
ataupun terbentuk. Ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah
negara agar layak disebut sebagai negara. Syarat inilah yang selanjutnya
dinamakan sebagai unsur negara. Itu juga yang berlaku pada Indonesia yang kita
cintai ini, menjadi sebuah negara karena memang telah memenuhi semua syarat
yang diperlukan.

Menurut Penulis Unsur terbentuknya negara terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Unsur Konstitutif (Unsur Pokok). Unsur yang paling penting, karena
merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon Negara.

1. Rakyat. Semua orang yang berada dalam suatu wilayah suatu negara
dan taat pada peraturan di negara tersebut.

2. Wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang sangat penting untuk
menunjang pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah,
mustahil sebuah negara bisa terbentuk. Wilayah inilah yang akan
ditempati oleh rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pemerintahan yang berdaulat. Unsur pemerintah yang berdaulat
dimaksudkan disini adalah pemerintahan yang sah dan berdaulat.
Pemerintahan yang sah berarti pemerintah yang diakui oleh rakyat

untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan, pemerintahan
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yang berdaulat berarti memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur
jalannya Negara.
b. Unsur Deklaratif (unsur tambahan)

Pengakuan dari negara lain sangat penting dan diperlakukan dalam rangka
melakukan hubungan atau kerja sama dengan negara lain demi kelanjutan hidup
negara tersebut. Pengakuan dari negara lain dapat dibagi menjadi :

1. Pengakuan secara de facto (pengakuan dari negara lain secara
fakta). Suatu bentuk pengakuan dari negara lain hanya sebatas
negara baru tersebut dapat melakukan hubungan dengan negaralain
dalam hal perdagangan saja tanpa dapat menempatkan perwakilan
negaranya di negara lain setingkat Duta Besar.

2. Pengakuan secara de jure (pengakuan dari negara lain secara
Hukum). Dalam pengakuan secara hukum negara baru bisa
dikatakan merupakan negara yang berdaulat dan secara hukum
negara lain sudah mengakui bahwa negara tersebut mempunyai
kedudukan yang sederajat dengan negara-negara merdeka lainnya.
Sehingga negara baru tersebut sudah lepas dari ancaman dari dalam
maupun ancaman dari luar negaranya. Kudeta merupakan ancaman
negara baru yang berasal dari dalam negaranya sendiri, sedangkan
Intervensi termasuk ancaman negara yang berasal dari luar
negaranya.

5. Bentuk Pemerintahan
Menurut penulis, bentuk pemerintahan tuliskan terbagi menjadi :

a. Bentuk Pemerintahan Klasik terdiri dari
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v Aristokrasi
v' Oligarki
v’ Tirani, dll
b. Bentuk Pemerintahan Modern terdiri dari
v Monarkhi
v" Repubblik.

Namun Penulis akan menjelaskan Bentuk Pemerintahan Monarkhi dan
bentuk Pemerintahan Republik, untuk melengkapi kesempurnaan Tesis ini maka
Penulis juga akan menuliskan dari pendapat-pendapat Hukum Tata Negara
lainnya.

1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi (Kerajaan)

Monarkhi adalah bentuk Pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja
dan bersifat turun-temurun dan menjabat seumur hidup. Dalam prakteknya
Monarkhi dibagi menjadi :

e Monarkhi Absolut artinya suatu kerajaan yang dipimpim oleh seseorang

yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas.

e Monarkhi Konstitusional artinya dimana kekuasaan raja dibatasi oleh
konstitusi atau undang-undang, raja dalam prakteknya tidak dapat
melaksanakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang.

e Monarkhi Parlementer artinya suatu bentuk pemerintahan dimana tugas
pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri sementara raja
hanya sebagai simbol negara.

2. Bentuk Pemerintahan Republik.
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Republik adalah Bentuk Pemerintahan dimana negara dipimpin atau
dikepalai oleh seorang presiden. Sama dengan Monarkhi Bentuk Pemerintahan
Republik terbagi menjadi :

e Republik Absolut, artinya bentuk pemerintahan yang dipinpin oleh

seorang presiden yang yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
(Mutlak).

e Republik Parlementer, artinya bentuk pemerintahan dimana dalam
negara tersebut ada dua pimpinan satu sebagai kepala negara dan
satunya sebagai kepala pemerintahan.

e Republik konstitusional , artinya bentuk pemerintahan kepala

negaranya kekuasaan dibatasi dengan undang-undang.

I. Dasar Hukum Keberadaan DIY dalam Bingkai NKRI

Eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh bangsa Indonesia, khususnya
masyarakat Yogyakarta, telah diterima sebagai suatu realita dalam tata kehidupan
pemerintahan Indonesia dengan kedudukan yang sangat kokoh, karena ditopang
dengan landasan yang sangat kuat baik landasan historis, kultural, politis maupun
yuridis. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD
1945 Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang setingkat
dengan daerah provinsi. Secara historis, berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan wujud integrasi antara dua kerajaan di Yogyakarta yaitun Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan Negara Kesatuan
RI berdasarkan kesepahaman antara Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku
Alam VIII disatu pihak dan Presiden Soekarno dipihak lain. Daerah Istimewa

Yogyakarta yang terbentuk dari gabungan 2 (dua) kerajaan di Yogyakarta itu
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keberadaanya secara konstitusional dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18 UUD NRI
1945.

Sebagai suatu  proses politik, integrasi DI Yogyakarta menjadi
bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi
dinyatakan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Pakualam VIII melalui
Maklumat 5 September 1945 dan pengukuhan oleh Presiden Rl Soekarno
melalui ~ Piagam Kedudukan Presiden RI sehari  kemudian, yakni 5
September 1945. Maklumat dan pengukuhan tersebut secara bersama-sama
tentu saja memiliki kekuatan hukum  dan membawa implikasi mengikat
kedua belah pihak secara hukum, namun agar fondasinya lebih kuat dan
penjabaran  Isi/materi pengaturan  bisa lebih lengkap maka lima tahun
kemudian Pemerintah membuat Undang- Undang (UU) No.3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.87

Dalam konteks keistimewaan, praktis UU No.3 Tahun 1950 menjadi
satu- satunya basis legal khusus yang mendasari pembentukan DI Yogyakarta
dan menjadi aturan rujukan utama implementasi keistimewaan selama
berpuluh- puluh tahun meski rejim politik yang berkuasa di Indonesia silih
bergantti dalam lintasan sejarah negeri ini. Di luar itu memang terdapat
sejumlah  Undang- undang lain sebagaimana diulas singkat dalam bagian
berikut namun semua itu merupakan UU tentang Pemerintahan Daerah
(Pemda) yang bersifat generik mengatur penyelenggaraan pemerintahan di
semua daerah di Indonesia, termasuk daerah-daerah istimewa/khusus yang
ada. Sayangnya, baik UU khusus prihak keistimewaan tersebut maupun apalagi

UU umum prihal Pemda tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai

8 Artikel —ej 7 Syamsuddin Haris Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris Solusi atau problem
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esensi keistimewaan Yogyakarta, dan nyaris gagal menunjukan perbedaan
(diferensiasi) dengan daerah-daerah otonom biasa lainnya.

Hadimya UU No.13 Tahun 2012 pada periode kedua
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini diharapkan
memperkuat status keistimewaan dan memperjelas rangka-bangunan yang ada.
Harapan itu memang memberi afirmasi kepada  kita, setidaknya jika
dibandingkan dengan sederet regulasi sebelumnya.®®

Dapat penulis simpulaka bahwa dasar hukum keberadaan DIY
dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia antara lain :

1. UUD NRI pasal 18, yang memberi pengakuan formal terhadap daerah-

daerah yang memiliki keistimewaan, yang diatur dengan Undang-
Undang, denagn mengingat hak-hak asal -usul yang berlaku di daerah
istimewa itu.®® Tegasnya, sekalipun secara de facto keistimewaan
Yogyakarta diakui, namun secara de jure memerlukan pengaturan atau
ketentuan hukum yang pasti.

2. Undang-Undang No.3 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Namun UU ini masih berlandaskan pada UUDS
1950, sedangkan berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959, negara RI
kembali menggunakan UUD 1945 hingga kini. Di dalam UU No. 3
tahun 1950 tersebut ditetapkan 13 urusan yang menjadi kewenangan
propensi Yogyakarta. Artinya sama dengan uusan-urusan rumah
tangga dan kewajiban-kewajiban lain yang telah dikerjakan oleh

Pemerintah Yogyakarta sebelum pembentukan UU No.3

88 H

Ibid.
8 Soedarisman Poerwokoesoemo, Derah Istimewa Yogyakarta, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1984, 53.
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3. tahun 1950 tetap dilanjutkan sampai kelak ditemukan lain oleh
Undang-Undang yang baru. Selain itu ditentukan pula bahwa
Pemerintah Yogyakarta harus memikul semua hutang piutang yang
terjadi sebelum pembentukan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.®

4. Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Sebagai penguasa
Kesultanan Yogyakarta) dan Sri Paku Alam VIII (sebagai penguasa
Kadipaten Pakualam), yang menegaskan bahwa Yogyakarta adalah
bagian dari wilayah Republik Indonesia yang berstatus Istimewa,
karenanya keduanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Republik Indonesia.” Makluat tersebut selaras dengan piagam
kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono dan
Sri Paku Alam yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal
19 Agustus 1945.%

5. UU No 13 tahun 2012, pada masa pemerintahan Presiden Susilo
Bamnbang Yudhoyono yang mampu untuk menguatkan lagi atas

keistimewaan Yogyakarta.

J. Kajian Hukum tentang Keistimewaan DIY

Pada tahun 2012 yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, DIY
kembali memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada hari itu
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

(RUUK DIY) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

% The Liang Gie, “ Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia. Liberty,
Yogyakarta.1993 205

% Soedarisman Poerwokoesoemo, Derah Istimewa Yogyakarta, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1984 14-16 .

%2 Sujantodalam Soedarisman Poerwokoesoemo. Ibid 295-296.
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menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan
sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa. %

Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas
keistimewaan suatu daerah telah ada sejak jaman kemerdekaan. Hal ini
terlihat dari Pasal 18 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945
(UUD 1945) yang menyatakan, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar
dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul
dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam Pasal 18 ayat (5) undang-undang tersebut diatur bahwa Kepala
Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa
di daerah itu di zaman sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya,
dengan  syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dengan mengingat
adat-istiadat di daerah itu. Lebih lanjut dalam ayat (6) diatur bahwa untuk Daerah
Istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan
mengingat syarat-syarat tersebut dalam ayat (5).

Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut, maka  Yogyakarta
memenuhi syarat sebagai sebuah daerah yang bersifat istimewa. Pemerintahan

yang ada di Yogyakarta telah ada sejak jauh sebelum RI. Kasultanan

% Disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Agung, Yogyakarta pada
hari Rabu, 10 Oktober2012 seusai melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi  yang
bergelar Sultan Hamengku Buwono | pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten
Pakualam didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku
Buwono I1) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.%

K. Undang-undang yang Mengatur Keistimewaan DIY.

UU No. 13 Tahun 2012 tentang tentang Keistimewaan DIY. Undang-
undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara
atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa. Pasal 18 B UUD 1945 “negara mengakui dan menghormati satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai Kistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.®
L. Kesetaraan DIY dengan Provinsi lainnya.

Indonesia termasuk Negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi yang
terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu juga membawa konsekuensi walaupun
terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, kebudayaan, agama tetap naungan satu
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan banyaknya jumlah provinsi yang adabaik yang bersifat khusus,
istimewa maupun lainnya tetap memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama

sebagai bagian dari bangsa ini. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

% http://dppka.jogjaprov. go.id/document/infoyogyakarta.pdf.
% http://www.birohukum.jogjaprov. go.id/document/infoyogyakarta.pdf
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Negara Republik Indonesia 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara juga mengakui
dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak
tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan ketentuan
Undang-Undang.*® Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga digariskan
bahwa, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ataas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing

mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah.

M. Konsep Negara berdasarkan Pandangan Al-Mawardi.

Imamah (Kepemimpinan) Pada bagian awal dari kitabnya al-Mawardi
menyebutkan bahwa imamah/ kekhilafahan dibentuk untuk menggantikan posisi
kenabian dalam mengurus urusan agama dan mengatur kehidupan dunia.

Adapun yang dimaksudkan oleh al-Mawardi dengan Imam adalah
khalifah, raja, sulthan atau kepala negara. Dalam hal ini Mawardi memberikan
juga baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik.

Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai
pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan negara, disertai dengan mandat
politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama,
dan di lain pihak pemimpin politik. Dalam teorinya al-Mawardi tidak
mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah juga

telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin negara Madinah

% Dandi Ramdani,2003, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa,
Artikel Ilmia Hasil penelitian Mahasiswa 2003
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selain sebagai pembawa ajaran Tuhan, juga sebagai pemimpin negara. Cara
Pemilihan atau Seleksi Imam Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang
pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok. Pertama ahl al-ikhtiyar yaitu
mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Dan kedua, ahl al-
imamah yaitu mereka yang berhak memangku jabatan kepala pemerintahan.
Bagi ahl al-ikhtiyar padanya harus memiliki tiga syarat:
1. memiliki sikap adil
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka
mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi
imam.
3. Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang
lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam.
Namun siapa yang berhak menjadi anggota ahl al-ikhtiyar dan
bagaimana cara rekrutmen anggota tersebut tidak dijelaskan lebih

jauh oleh Mawardi.*’

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, ahl al-ikhtiyar atau ahl al-hall
wa al-‘aqd bahkan berada dibawah pengaruh kepala negara, karena kepala
negaralah yang mengangkat mereka. Oleh karenanya, mereka cenderung bersifat
akomodatif terhadap kekuasaan. ahl al-hall wa al-‘aqd tidak lebih hanya sekedar

alat legitimasi ambisi politik penguasa atas tindak tanduknya.

% Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah, Kairo, tp, 1973
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